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ABSTRACT

Land is an important source for human life. One of the needs of land is for housing
development. Housing development is carried ot by developer. Most of available land plots
are freehold land, which is developer can not own the freehold land. One form of effort to
acquire land by developer is called sale and purchase in community. Acording the national
land law, the sale and purchase between doveloper and land owner is not appropriate, but
still carried out by making a sal and purchase agreement with PPJB deed in practice. PPJB
deed in national land law is only regulated and mentioned in the ATR/Ka. PBN Ministerial
Regulation No. 16 of 2021. This paper will explain the mechanism of providing land for
housing development by the developer company, which the acquisition begins with PPJB
deed until the developer company obtain the right of the land. This paper also explain about
the function of making and recording PPJB deed between developer company and land
owner in providing land of housing process.

This research uses normative-empirical legal methotds which using statutory,
conceptual, and sosio-legal approaches. The data for this research is collected with
literature review and document study of secondary data in the form of legal materials, both
primary legal materials, secondary, and tertiary legal materials. This research also use
primary data that collected with interview that conducted with informants.

The way to provide land accordance with the condition of developer through the
release of land rights. The mechanism of providing housing land by developer in Kediri
Regency is carried out through a permission process, release process that followed by
administration through the deletation process and a process of giving the developer rights.
The acquisition of the land is through the release of land rights. In permission process, land
domination proof over the land is required in the form of a little deed. However, under
certain condition, another basis right that can be used is PPJB Deed. The PPJB postition
in this process is as a preliminary agreement before the permission process. PPJB give the
developer land domination proof over the land that will be processed in permission process.

The function of making PPJB is for provide legal certainty for provide both of them
in carryying out land acquisition activity carried out in the form of sale and purchase
agreements. PPJB is agreeed obligations that must be carried out by the seller and the
buyer according to civil law. PPJBs record activities are regulated in Article 127B of
ATR/Ka. PBN Ministerial Regulation No. 16 of 2021. The fucnction of PPJB record cannot
be known directly in Kediri Rgency because there has been no apllication, but if it is related
to the purpose of land registration, its function is to profide legal certainty og legal action
of the land.

Keywords: PPJB, Land Provide, Developer, Sale and Purchase
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BABI
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan
manusia dan merupakan kekayaan Indonesia yang memiliki fungsi sosial bagi
kehidupan. Pentingnya tanah dalam meningkatkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat, menjadikannya perlu diatur penggunaannya dalam
peraturan perundang-undangan. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pasal yang
menegaskan bahwa kekayaan alam yang ada harus dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat. Dalam pengelolaannya, negara berwenang untuk
mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan
hukum mengenai bumi, air, dan ruang angkasa yang dipergunakan untuk
kemakmuran rakyat sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Atas dasar
menguasai Negara sesuai Pasal 2 UUPA, kemudian diatur dan ditentukan
macam-macam hak atas permukaan bumi, yakni tanah yang dapat dimiliki oleh
orang-orang baik sendiri maupun bersama serta badan hukum yang disebutkan
dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA. Hak-hak tersebut disebutkan dalam Pasal 16 ayat
(1) UUPA yaitu berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan
(HGB), hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan,
dan hak-hak lain. Adanya hak-hak ini memberikan kewenangan untuk
menggunakan sumber daya baik bumi, air, serta ruang di atasnya untuk
kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah tersebut
dalam batas menurut undang-undang dan peraturan hukum lain yang lebih
tinggi (Ilhamdi, 2016).

Hak yang terkuat diantara hak-hak tersebut adalah hak milik. Hak milik
disebutkan dalam Pasal 20 UUPA merupakan hak yang turun temurun, terkuat
dan terpenuh yang dimiliki oleh seseorang maupun beberapa orang yang mana

dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Sifat hak milik yang turun



temurun bermakna hak milik dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih
hidup dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya saat pemilik telah meninggal
dunia dengan syarat ahli waris memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Hak
milik merupakan hak terkuat diantara hak-hak lain karena hak milik tidak
memiliki batas jangka waktu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain,
dan tidak mudah hapus. Sifat lain dari hak milik adalah hak terpenuh yang
maknanya hak milik memberikan kewenangan paling luas dibandingkan hak-
hak lainnya, hak milik dapat menjadi induk bagi hak-hak lainnya, dan
penggunaan tanahnya lebih luas dibandingkan hak lainnya (Santoso, 2015b).
Adapun makna hak milik dapat beralih dan dialihkan merupakan peristiwa
hukum maupun perbuatan yang dapat menyebabkan beralihnya hak milik.
Dalam hal perolehan hak milik maupun hak-hak atas tanah lainnya dapat
melalui dua cara, yakni originair dan derivatif. Perolehan tanah secara originair
adalah perolehan tanah pertama kalinya melalui penetapan pemerintah atau
ketentuan undang-undang yang lahir dari tanah negara. Adapun perolehan tanah
secara derivatif adalah perolehan tanah yang berasal dari milik atau dikuasai
pihak lain melalui peralihan hak. Sifat hak milik yang dapat beralih dan
dialihkan ini merupakan perolehan tanah secara derivatif, dimana hak milik
beralih merupakan beralihnya hak milik disebabkan adanya peristiwa hukum,
seperti meninggalnya pemilik tanah sehingga secara yuridis hak miliknya
beralih melalui pewarisan kepada ahli warisnya. Hak milik dapat dialihkan
merupakan beralihnya hak milik yang disebabkan perbuatan hukum yang
dilakukan pemiliknya, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, dan lain
sebagainya (Santoso, 2015a).

Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat
menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah. Kegiatan jual beli merupakan
perbuatan hukum yang dapat dikaji melalui hukum perdata dan hukum tanah
nasional. Dalam hukum perdata, sebelum dibahas mengenai jual beli,
disebutkan adanya perjanjian, dimana perjanjian menurut Pasal 1313
KUHPerdata merupakan perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan

diri kepada orang lain. Salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam



KUHPerdata adalah perjanjian jual beli. Dalam hukum perdata, jual beli diatur
dalam Pasal 1457 KUHPerdata dimana dalam hal jual beli atas tanah berarti
suatu perjanjian yang mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan
tanah dan pihak lainnya membayar dengan harga yang disepakati. Dalam
KUHPerdata, perjanjian jual beli telah dianggap telah terjadi apabila terdapat
kata sepakat walaupun hak milik atas tanahnya belum diserahkan dan harga
belum dibayarkan. Namun, meskipun perjanjian jual beli telah terjadi, hak atas
tanah belum berpindah kepada pembeli karena dalam KUHPerdata, penyerahan
(levering) merupakan tahap yang berbeda dan ditetapkan dengan peraturan lain
(Nur Hayati, 2016).

Adapun jual beli dalam pengaturan hukum tanah nasional menurut Nur
Hayati (2016), peralihan hak atas tanah melalui jual beli mengadopsi sistem
hukum adat. Hal ini sejalan dalam Pasal 5 UUPA yang mana hukum agraria
yang berlaku adalah hukum adat dan Pasal 56 UUPA dimana hukum adat
sebagai pelengkap dari hukum tanah nasional (Santoso, 2015a). Dengan
demikian, apabila kegiatan peralihan hak atas tanah melalui jual beli ditinjau
dari hukum tanah nasional, maka kegiatan jual beli ini bukan merupakan suatu
perjanjian, melainkan perbuatan hukum pemindahan penguasaan secara yuridis
yang menurut Maria S.W. (2005) harus memenuhi tiga unsur, yaitu tunai, riil,
dan terang. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan melalui jual beli ini harus
didaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk dicatatkan peralihannya pada buku
tanah dan sertipikat untuk memperoleh bukti yang kuat dan luas daya
pembuktiannya. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997), peralihan hak
atas tanah melalui jual beli hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta
yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun dapat
dikecualikan apabila menurut Kepala Kantor Pertanahan bukti pemindahan hak
tersebut dianggap cukup untuk didaftarkan, sebagaimana dalam Pasal 37 ayat
(2) PP No. 24 Tahun 1997.

Dalam keperluan untuk didaftarkan peralihan hak atas tanah dengan jual

beli, maka dalam proses jual beli tersebut harus memenuhi dua syarat sahnya,



yakni syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil merupakan syarat
ditinjau dari pemilik tanah dan pembeli, dimana pemilik tanah atau pemegang
hak atas tanah berhak dan berwenang untuk menjual hak atas tanahnya,
sedangkan pembeli harus memenuhi syarat sebagai subjek penerima hak atas
tanah yang menjadi objek jual beli. Pihak yang berhak menjual artinya pihak
tersebut tercantum namanya dalam bukti kepemilikan hak atas tanah. Pihak
yang berwenang menjual hak atas tanah adalah pihak tersebut cakap untuk
melaksanakan suatu perbuatan hukum. Dalam pemenuhan syarat materiil ini,
pada kegiatan jual beli tanah hak milik, maka pihak penjual harus pihak yang
tercatat kepemilikannya dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum tersebut,
sedangkan pihak pembelinya haruslah pihak yang memenuhi syarat sebagai
subjek hak milik.
Subjek-subjek yang dapat menerima hak milik tersebut disebutkan dalam
Pasal 21 UUPA yang secara umum hanyalah Warga Negara Indonesia.
Kemudian disebutkan dalam ayat (2) bahwa badan-badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah yang dapat memiliki hak milik. Adapun badan
hukum yang dapat menjadi subjek hak milik atas tanah disebutkan dan diatur
dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (PP No.
38 Tahun 1963), yaitu:
1. Bank-bank yang didirikan atau dibentuk oleh Negara
2. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan
Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958
3. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau
Menteri Agraria, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Agama
4. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian atau Menteri
Agraria, setelah mendapat persetujuan Menteri Kesejahteraan Sosial
Selain badan hukum yang disebutkan dalam Pasal 1 PP No. 38 Tahun
1963, apabila ingin melakukan kegiatan jual beli atas tanah, maka status tanah
tersebut haruslah berstatus selain hak milik, yakni seperti HGB, HGU, dan lain
sebagainya (Fadhillah, Ismail dan Rinaldi, 2021). Syarat sah lainnya adalah



syarat formal. Syarat formal dari kegiatan jual beli hak atas tanah adalah jual
beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat dihadapan PPAT,
sebagaimana dalam Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997. Apabila syarat
materiil tidak terpenuhi, maka PPAT tidak akan membuat akta jual beli hak atas
tanah, sehingga dapat dikatakan bahwa syarat formal tidak terpenuhi (Santoso,
2015b).

Namun demikian, pada praktiknya banyak terdapat badan hukum selain
subjek hak milik dalam Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963 yang
melaksanakan kegiatan jual beli tanah hak milik. Salah satu kegiatan tersebut
banyak terjadi dalam proses perolehan tanah oleh perusahaan pengembang
dalam rangka pembangunan perumahan. Perusahaan pengembang perumahan
ini lazim disebut dengan istilah developer. Dalam rangka pembangunan
perumahan, pihak developer memerlukan tanah. Tanah yang diperlukan oleh
pihak developer ini kebanyakan merupakan tanah hak milik. Sehingga perlu
dilakukan proses peralihan antara pemilik tanah dengan perusahaan pengembang
(developer) ini, yang salah satunya banyak dilakukan melalui jual beli.
Perusahaan pengembang perumahan yang saat ini banyak ditemukan adalah
perusahaan berbentuk badan hukum yang persekutuan modalnya dalam bentuk
Perseroan Terbatas (PT). Perusahaan pengembang perumahan di Kabupaten
Kediri sendiri, dalam Aplikasi Sikumbang dari Kementerian PUPR terdapat
lebih dari 40 perusahaan pengembang berbentuk PT yang telah
menyelenggarakan perumahan, seperti PT. Kembang Jawa Permai, PT. Griya
Tapak Anggun, dan lain sebagainya. PT sendiri menurut Pasal 1 angka 1
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan
Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 21 Tahun
2021) adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan
perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya
terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria

UMK.



Dalam hal PT yang usahanya dalam bidang pembangunan perumahan,
pengaturannya diatur secara khusus dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai
Penyediaan dan Pemberian Tanah untuk Keperluan Perusahaan (Permendagri
No. 5 Tahun 1974). Perusahaan pembangunan perumahan dalam peraturan ini
terbagi dalam asal modal yang diterimanya, yakni modal yang berasal dari
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan modal swasta. Perusahaan
pembangunan perumahan yang modalnya berasal dari Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah dapat diberikan tanah negara dengan hak pengelolaan, hak
guna bangunan, atau hak pakai menurut kebutuhannya sesuai dengan peraturan
yang berlaku. Adapun untuk perusahaan pembangunan perumahan dengan
modal swasta dapat diberikan tanah negara dengan hak guna bangunan atau hak
pakai menurut kebutuhannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Oleh karena perusahaan pembangunan perumahan tidak dapat menerima
atau memiliki hak milik, maka dalam proses perolehan tanah melalui jual beli
tanah hak milik tidak dapat dilakukan pendaftaran peralihan karena tidak
memenuhi syarat materiil dan syarat formal. Selain itu, berdasarkan Pasal 26
ayat (2) UUPA menyebutkan bahwa proses jual beli yang dilakukan pada subjek
hak milik sebagaimana Pasal 21 UUPA dan Pasal 1 PP No. 38 Tahun 1963
adalah batal demi hukum. Perusahaan pengembang dalam upaya penyediaan
tanah untuk pembangunan perumahan, menurut penjelasan Pasal 106 huruf c
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (UU No. 1 Tahun 2011) proses perolehan tanahnya apabila tidak
memenuhi syarat sebagai pemegang hak, maka proses yang dapat dilalui adalah
dengan pelepasan hak. Dengan diadakannya pelepasan hak atas tanah oleh
pemilik tanah kepada perusahaan pengembang, maka perusahaan pengembang
wajib memberikan ganti rugi atas tanah tersebut. Namun demikian, istilah ini
tidak lazim bagi masyarakat pemilik tanah. Sehingga memunculkan makna lain
dari proses pelepasan ini dengan suatu kegiatan jual beli antara pemilik tanah
sebagai penjual dengan perusahaan pengembang sebagai pembeli. Adanya jual

beli antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah ini memunculkan



makna lain dari proses jual beli yang tidak dapat hanya ditinjau berdasarkan
hukum tanah nasional. Adanya proses ini, dikuatkan dengan ditemukannya
proses penyediaan tanah untuk perumahan yang diawali dengan pembuatan akta
PPJB dihadapan Notaris.

PPJB sendiri merupakan perjanjian pendahuluan sebelum terjadinya
perjanjian inti yang dituangkan dalam perjanjian inti yang dituangkan dalam
akta jual beli tanah sebagai objek perikatannya. PPJB merupakan perjanjian
yang berasal dari Pasal 1313 KUHPerdata yang lahir karena adanya perbuatan
hukum antara pihak-pihak yang melakukan kesepakatan (Irmawati, Putrijanti
dan Lumbanraja, 2020). PPJB sendiri baru diatur pencatatannya dalam kegiatan
administrasi pertanahan pada Pasal 127B Peraturan Menteri ATR/Ka.BPN
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah (Permen ATR/Ka.BPN No. 16 Tahun 2021). Dengan
adanya peraturan ini, PPJB menjadi salah satu akta yang dapat dicatatkan selain
akta-akta yang dibuat oleh PPAT.

Dari wuraian di atas, dalam proses perolehan tanah perusahaan
pengembang dengan pemilik tanah, terdapat suatu perjanjian pendahuluan yang
dikenal dengan istilah PPJB. PPJB sebagai perjanjian awal ini tidak diterangkan
pada hukum-hukum tanah nasional sebelumnya dan baru terdapat
pencatatannya terhadap tanah pada Permen ATR/Ka. BPN No. 16 Tahun 2021.
Padahal, dalam kegiatan jual beli pada hukum tanah nasional yang mengacu
pada hukum adat, tidak dikenal adanya perjanjian, melainkan dalam jual beli
harus bersifat tunai, terang, dan riil. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan
penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis
Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah Hak Milik antara Perusahaan
Pengembang dengan Pemilik Tanah (Studi Perolehan Tanah Pengembang
Perumahan di Kabupaten Kediri).”



B. Rumusan Masalah

Salah satu perbuatan hukum yang menyebabkan beralihnya hak atas
tanah adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu perbuatan hukum yang
dapat menyebabkan beralihnya hak milik atas tanah. Jual beli jika ditinjau dari
hukum perdata prosesnya melalui dua tahap, yakni perjanjian dan penyerahan
(levering). Sedangkan dalam hukum adat, jual beli dilakukan dengan tunai,
terang, dan riil. Hukum tanah nasional, mendasarkan jual beli pada hukum adat
hingga dibentuknya peraturan yang mengatur kegiatan jual beli hak atas tanah.
Dalam perkembangannya, jual beli hak atas tanah harus didaftarkan guna
menjamin kepastian hukum. Jual beli sendiri hanya dapat didaftarkan dengan
syarat dipenuhinya syarat materiil dan formal dari jual beli itu sendiri. Dalam
kasus perolehan tanah bagi perusahaan pengembang perumahan, dengan tanah
yang dibutuhkan adalah tanah hak milik, proses jual beli menurut hukum tanah
nasional, tidak dapat dilakukan karena perusahaan pengembang bukanlah
subjek yang dapat menerima hak milik sesuai dengan Pasal 21 UUPA dan PP
No. 38 Tahun 1963.

Namun demikian, dalam proses penyediaan tanah untuk perumahan,
istilah kegiatan jual beli hak atas tanah tersebut lebih lazim digunakan dalam
masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan pembuatan akta PPJB antara
perusahaan pengembang dengan pemilik tanah yang dibuat dihadapan Notaris.
Dalam hukum tanah nasional, penggunaan PPJB bukanlah hal yang mutlak
dalam proses jual beli sehingga PPJB merupakan suatu bentuk perjanjian
pendahuluan menurut hukum perdata dan bukan merupakan akta otentik yang
dibuat oleh PPAT berdasarkan hukum tanah nasional. Namun, dengan adanya
ketentuan dalam Pasal 127B Permen ATR/Ka.BPN No. 16 Tahun 2021 yang
merupakan perubahan terbaru dari PMNA No. 3 Tahun 1997, disebutkan bahwa
PPJB sebagai perjanjian awal dari jual beli hak atas tanah dapat dicatatkan pada
sertipikat serta buku tanah. Padahal, jika menganut konsep hukum adat pada
proses jual beli, proses jual beli hak atas tanah tidak mengenal istilah perjanjian
pendahuluan. Prosesnya menurut hukum adat haruslah tunai, terang, dan riil.

Sehingga perlu dikaji lebih dalam secara yuridis mengenai kedudukan PPJB ini



dalam proses jual beli tanah hak milik antara perusahaan pengembang dengan
pemilik tanah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Berdasarkan judul tersebut, peneliti merumuskan beberapa permasalahan
sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme penyediaan tanah untuk perumahan oleh perusahaan
pengembang yang perolehannya diawali Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) hingga diperoleh hak atas tanah bagi perusahaan tersebut?

2. Apa fungsi dibuat serta dicatatkannya Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah pada proses

penyediaan tanah untuk perumahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui mekanisme penyediaan tanah untuk perumahan oleh
perusahaan pengembang yang perolehannya diawali Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) hingga diperoleh hak atas tanah bagi
perusahaan tersebut.

b. Mengetahui fungsi pembuatan dan pencatatan Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah
pada proses penyediaan tanah untuk perumahan.

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan baik secara
akademis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan akademis yaitu memberikan informasi dan pengetahuan
tambahan secara yuridis mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli
(PPJB) antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah dalam
proses penyediaan tanah untuk perumahan.

b. Kegunaan praktis yaitu sebagai gambaran bagi perusahaan
pengembang dan pemilik tanah yang akan melaksanakan proses jual

beli tanah hak milik untuk penyediaan tanah perumahan.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti pada bagian

sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Mekanisme penyediaan tanah perumahan berdasarkan Pasal 106 UU No. 1
Tahun 2011 terdapat enam cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan
pengembang, namun cara perolehan yang paling lazim dan paling
memungkinkan untuk dilakukan oleh perusahaan pengembang adalah
melalui peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah.
Mekanisme penyediaan tanah perumahan di Kantor Pertanahan Kabupaten
Kediri sendiri menurut praktik hukum yang berlaku di sana meliputi
tahapan perizinan, pelepasan dan penghapusan hak, dan pemberian bagi
perusahaan pengembang. Dalam rangkaian tahapan tersebut, Akta PPJB
digunakan sebagai perjanjian awal yang dibuat oleh perusahaan
pengembang dengan pemilik tanah sebagai bukti penguasaan bidang tanah
oleh perusahaan pengembang guna pengurusan perizinan. Bukti
penguasaan bidang tanah oleh perusahaan pengembang selain akta PPJB
berupa akta pelepasan, PPJB di bawah tangan, dan Kwitansi. Akta PPJB
dibuat dalam proses persiapan pembangunan perumahan oleh perusahaan
pengembang yang dibuat untuk memberikan kepastian hukum atas
perjanjian yang dibuat perusahaan pengembang dengan pemilik tanah.
Mekanisme pembuatan PPJB meliputi proses pra akta dan pembuatan akta
yang didalamnya memuat proses formulasi dan penandatanganan akta
PPJB. Proses setelah dilakukannya PPJB adalah perizinan, pelepasan dan
penghapusan hak, dan pemberian bagi perusahaan pengembang yang
pengaturannya diatur menurut administrasi pertanahan. Selain itu, setelah

ditandatanganinya PPJB maka akan berkaitan pajak PPh dan BPHTB.

128



2. PPJB antara perusahaan pengembang dengan pemilik tanah dibuat agar

dapat memberikan kepastian hukum bagi keduanya dalam melakukan
kegiatan jual beli. Dalam PPJB tersebut, diperjanjikan kewajiban-
kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak penjual maupun pihak pembeli.
Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban
yang diatur dalam KUHPerdata. Kegiatan pencatatan PPJB baru diatur
dalam Pasal 127B Permen ATR/Ka. BPN No. 16 Tahun 2021 dimana di
Kantor Pertanahan Kabupaten Kediri belum ada permohonan pencatatan
PPJB yang masuk. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, proses
permohonan pencatatan PPJB tersebut akan memiliki kesamaan dengan
proses peralihan jual beli. Namun, prosesnya melalui permohonan melalui
surat yang ditujukan ke Kantor Pertanahan dikarenakan jenis permohonan
ini belum terdapat pada Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Fungsi
dari pencatatan PPJB belum bisa diketahui secara langsung efeknya karena
belum ada permohonan, namun apabila dikaitkan dengan tujuan
pendaftaran tanah, maka fungsinya adalah untuk memberikan kepastian

hukum atas perbuatan hukum atas bidang tanah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat

menyarankan hal-hal berikut.

1.

Proses awal dalam penyediaan tanah perumahan belum memiliki
pengaturan yang formal, hanya berdasarkan praktik hukum yang selama ini
terjadi. Sehingga proses yang dilakukan perusahaan pengembang dalam
memperoleh tanahnya dilakukan secara beragam, terutama dalam
pengurusan bukti penguasaan bidang tanah. Dalam proses perizinan perlu
ditetapkan bukti penguasaan jenis apa yang dapat digunakan oleh
perusahaan pengembang dalam memenuhi persyaratannya agar arah
perjanjian awal ataupun perbuatan hukum awal yang dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan pengembang dapat terarah dan terukur.
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2. Perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai perbuatan hukum
keperdataan yang dilakukan atas bidang tanah agar tidak terjadi dualisme
hukum dalam penyelenggaraannya. Apabila hukum tanah berlandas serta
berdasar atas hukum adat, maka perbuatan hukum yang berkaitan dengan
perdata pertanahan yang lain perlu diatur lebih lanjut mengingat saat ini
terdapat beragam perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh para subjek
hukum.

3. Pelayanan pencatatan PPJB atas bidang tanah yang diatur dalam Pasal
127B Permen ATR/Ka. BPN No. 16 Tahun 2021 pada praktiknya belum
siap untuk dilaksanakan, sehingga menurut peneliti perlu dilakukan
penyesuaian atas peraturan sebelumnya serta mempersiapkan proses serta

ketentuan mengenai pelayanan tersebut secara lebih detail.
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